
BUPATI GORONTALO UTAI^A 

PROVINSI GORONTALO 
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI 

DAN TATA K E R J A UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH TOLINGGULA MELAYANI PADA DINAS KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis ditetapkan dengan ]f*eraturan Bupati setelah 

dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur selaku 

wakil pemerintah pusat. 

b. bahwa Pembentukan Unit F'elaksana Teknis Tentang 

Susunan Organisasi dan Tatfi Laksana Unit Pelaksana 

Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tolinggula Melayani 

sangat di butuhkan gunsi memenuhi kebutuhan 

masyarakat, mengingat j a rak l:e Fasilitas Kesehatan yang 

lebih memadai cukup j auh . 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada buruf a dan buruf b, perlu untuk menetapkan 

Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 

Tolinggula Melayani pada Dinas Kesehatan. 
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Kabag 
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BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 
. PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG 

2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI 
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH TOLINGGULA MELAYANI PADA DINAS KESEHATAN 

Menimbang La. 

— DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana 

“Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah 0 

dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku 

wakil pemerintah pusat. 

bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tentang 

| Susunan Organisasi dan Tata Laksana Unit Pelaksana 

Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tolinggula Melayani 
sangat “di. butuhkan guna. memenuhi kebutuhan : 

masyarakat, mengingat jarak ke Fasilitas Kesehatan yang 

lebih memadai cukupjauh. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan 

Peraturan Bupati Tentang. Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah ) 

Tolinggula Melayani pada Dinas Kesehatan. 0 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara 

Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4687 ); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan ll^mbaran Negara Repubiik 

Indonesi Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RSTM 

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesi 

Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentmig 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telab diubah beberapa kal i terakbir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara l^epublik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemabaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubaban Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lemabaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang P<;rumabsakitan (Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, 
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Kabag 
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Mengingat . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara 

Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia" Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4687 5 

. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 - tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

. 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik ag 

Indonesi Nomor 5063), 

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RSTM 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 

Nomor 5072): 

, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

| Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, “Tambahan Lembaran Negara Republik — 

Indonesia Nomor 6856), 

. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 Tentang. 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemabaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lemabaran: 

— Negara Republik Indonesia Nomor 6402): ) 

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang: 

Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, 
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Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 

6659); 

8. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan IGasifikasi 

Cabang Dinas Dan UPTD ( Berita Negara Repubbk 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 451 ); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 

3, Tambahan Lemabaran Daerah Nomor 214). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI 

DAN TATA K E R J A UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOLINGGULA MELAYANI 

PADA DINAS KESEHATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD merupakan 

unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas, 

2. Rumah Sakit Umum Daerah Tolinggula Melayani yang selanjutnya di 

singkat RSUDTM atau yang disebut RSTM adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kf;sehatan perorangan secara 

paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat ja lan, dan gawat 

darurat. 

3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan. 

4. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Kadis Kabag Kabag Assisten Sekda Wabup 
Kesehatan Hukum 

F < f 7 4 

  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6659): | 

8. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2017 tentang : Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi 

Cabang Dinas Dan UPTD (| Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 451), 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

'Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 

3, Tambahan Lemabaran Daerah Nomor 214). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan — : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI 

'DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

— RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOLINGGULA MELAYANI 
PADA DINAS KESEHATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i ini yang dimaksud dengan: 

— 1, Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD merupakan 

unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. 

2. Rumah Sakit Umum Daerah Tolinggula 1 Melayani yang selanjutnya di 

singkat RSUDTM atau yang disebut RSTM adalah institusi pelayanan 

: kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. : | 

3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan ci bidang Kesehatan. 

4. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 
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5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

6. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwaldlan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

8. Komite Medik adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab 

untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik. 

9. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang 

bekerja di Instalasi/Unit Pelaksana Fungsional dalam jabatan Fungsional. 

10. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural RSTM yang mempunyai 

fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga 

keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan 

pemeliharaan etika dan disiplin profesi. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, xvewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam 

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 

pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. 

12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian 

Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 

Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada 

Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Provinsi. 

BAB I I 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah 

Tolinggula Melayani Pada Dinas Kesehatan kelas D. 

Kadis 
Kesehatan 

Kabag 
O R B 

Kabag 
Hukum 

Assisten Sekda Wabup 
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5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. | 

6. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 0 

8. Komite Medik adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab 

untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik. | 

9, Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang 

bekerja di Instalasi /Unit Pelaksana Fungsional dalam jabatan Fungsional. 

16. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural RSTM yang mempunyai 

fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga 

keperawatan melalui mekanisme kredensial, pe njagaan mutu profesi, dan 

pemeliharaan etika dan disiplin profesi. | 

11, Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang x menunjukkan tugas, 

i tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam 

. suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 

pada keahlian dan fatau keterampilan tertentu. 

12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian 

Negara dan penyelenggara - Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. : 

13.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada i 

aa Daerah untuk melaksanakan. sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada 

Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Provinsi. 

BABI 
PEMBENTUKAN 

: —. Pasal2 

Dengan. peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah 

Tolinggula Melayani Pada Dinas Kesehatan kelas D. 
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BAB I I I 

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi UPTD RSTM terdiri atas : 

a. direktur; 

b. kepala sub bagian tata usaha; 

c. kepala seksi Pelayanan medik dan keperawatan; 

d. kepala seksi penunjang medik dan non medik: dan 

e. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSTM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal 4 

( 1 ) UPTD RSTM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam 

bidang pelayanan kesehatan; 

(2) UPTD RSTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang 

Direktur yang berasal dari tenaga dokter atau dokter gigi, yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawSib kepada Kepala perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan; 

( 3 ) Pertanggungjawaban sebagsdmana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

melalui penyampaian laporan pelaksanaan ]DengeIoIaan keuangan dan 

barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSTM; 

BAB I I I 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

UPTD RSTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai: 

Kadis 
ifesehatan t 
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BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

. | Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi UPTD RSTM terdiri atas : 

'a. direktur: | 

kepala sub bagian tata usaha, 

kepala seksi Pelayanan medik dan keperawatan, 

kepala seksi penunjang medik dan non medik: dan 

p
o
 0
 

kelompok jabatan fungsional. 

3 Bagan Struktur Organisasi UPTD RSTM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. i 

i Bagian Kedua 

Kedudukan 

i | Pasal 4 i 
(1) UPTD RSTM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam 

| bidang pelayanan kesehatan, 

(2) UPTD RSTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang 

Direktur yang berasal dari tenaga dokter atau dokter gigi, yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

) kesehatan, i 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan i 

— barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSTM, 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Umum 

“Pasal 5 

UPTD RSTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai : 
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a. pelaksana upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, 

pencegahan, pelayanan rujukan, Penelitian dan pengembangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. penyelenggara pelayanan kesehatan perorangem secara paripuma yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat ja lan, dan gawat darurat; 

c. penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan. 

Pasal 6 

UPTD RSTM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

menyelenggarakan fungsi: 

a . pe layanan medik u m u m ; 
b. pe layanan keb idanan d a n kandungan ; 
c. pelayanan anak; 
d. pelayanan penyakit dalam; 
e. pelayanan bedah; 
f. pelayanan saraf; 
g. pelayanan gigi; 
h . pelayanan rawat darurat; 
i . pelayanan perawatan intensif; 
j . pelayanan dan asuhan keperawatan; 
k . pelayanan anestesi; 
1. pelayanan laboratorium; 
m . pelayanan radiologi; 
n . pelayanan farmasi; 
o. pelayanan bank darah; 
p. pelayanan gizi; 
q. pelayanan pusat sterilisasi; 
r . pelayanan loundry/binatu; 
s . pelayanan pemulasaran jenazah 
t. pelayanan rujukan; 
u . pelayanan ambulans 
V . pelayanan pelatihan dan penyuluhan; 
w . penelitian dan pengembangan; 
X . pelayanan penunjang. 

Bagian Kedua 

Direktur 

Pasal 7 

Direktur mempunyai tugas sebagai pemimpin, penyusun kebijakan 

pelaksanaan teknis administrasi dan operasional, pengoordinasian, 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan se lumh kegiatan serta 

Kadis Kabag Kabag Assisten Sekda 
Kesebatan ORB Hi ikum 

Wabup 

a. pelaksana upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan 

: mengutamakan upaya penyembuhan, | pemulihan, peningkatan, 

pencegahan, pelayanan rujukan, Penelitian dan pengembangan serta 

| pengabdian kepada masyarakat, i 

b. penyelenggara pelayanan: kesehatan perorangan secara paripurna yang 

| menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, 

.. penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan. 

Pasal 6 

i UPtD RSTM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 

menyelenggarakan fungsi: 

pelayanan medik umum: | 
. pelayanan kebidanan dan kandungan, 
pelayanan anak: 
pelayanan penyakit dalam, 
pelayanan bedah, 
pelayanan saraf, 
pelayanan gigi, Tag 

. pelayanan rawat darurat, 
pelayanan perawatan intensif: 
pelayanan dan asuhan keperawatan, 
pelayanan anestesi: ' 
pelayanan laboratorium, 

.pelayarnian radiologi, 
. pelayanan farmasi: 
pelayanan bank darah, 
pelayanan gizi: 
pelayanan pusat sterilisasi, 
pelayanan loundry/binatu: 
pelayanan pemulasaran jenazah 
pelayanan rujukan, 

. pelayanan ambulans : 
. pelayanan pelatihan dan penyuluhan: | 

w. penelitian dan pengembangan, 
z. pelayanan penunj ang. 
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Bagian Kedua 

Direktur 

| Pasal 7 

Direktur mempunyai. tugas sebagai pemimpin, penyusun kebijakan 

pelaksanaan teknis administrasi dan operasional, pengoordinasian, 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan seluruh Kegiatan serta 
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pengembangan RSTM sesuai dengan peraturan pejmndang - undangan yang 

berlaku. 

Pasai 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan pengelolaan dan pengembangan RSTM sesuai dengan 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlalcu; 

b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan pengembangan 

RSTM; 

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan OPD terkait untuk 

pengelolaan dan pengembangan RSTM; 

d. penetapan rencana, program kerja, kegiatan, Laporan Kinerja dan 

pertanggungjawaban RSTM; 

e. pengoordinasian kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pelayanan 

kesehatan di RSTM sesuai dengan prosedur yang berlaku; 

f. pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengedolaan, pengembangan dan 

pelayanan kesehatan di RSTM secara rutin; 

g. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuju dengan bidang masing-

masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. pembinaan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan unit 

secara menyeluruh untuk pengembangan pelaysman RSTM; 

i . pengevaluasian tugas kinerja bawahan sebagai bahan laporan untuk 

peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang; 

j . pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan. 

Bagian Ketiga 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 9 

Bagian tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur 

dalam pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang umum, kepegawaian, 

informasi, perencanaan, evaluasi dan keuangan. 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9, sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bagian tata usaha; 
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pengembangan RSTM sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku. i 

i Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur 

menyelenggarakan fungsi: i ) 

a. perencanaan pengelolaan dan pengembangan RSTM sesuai dengan 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, 

b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan pengembangan 

RSTM, | 

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan deng: gan OPD terkait untuk 

. pengelolaan : dan pengembangan RSTM, | 

“0d. penetapan rencana, program kerja, kegiatan, Laporan Kinerja dan 

- pertanggung jawaban RSTM, ) i 

e. pengoordinasian kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pelayanan 

. kesehatan di RSTM sesuai dengan prosedur yang berlaku: 

f | pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan, pengembangan dan 

pelayanan kesehatan di RSTM secara rutin: ) | 

g. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing- 

. masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 

h. pembinaan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan unit 

| secara menyeluruh untuk pengembangan pelayanan RSTM, 

i. | pengevaluasian tugas kinerja bawahan sebagai bahan laporan untuk 

peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, 

j-. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lain yang diperintahkan oleh 

. pimpinan. 

Bagian Ketiga 

Sub Bagian Tata Usaha . 

Pasal 9 

Bagian tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur 

dalam pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang umum, kepegawaian, 

| informasi, perencanaan, evaluasi dan keuangan. | 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud : 

dalam Pasal 9, sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bagian tata usaha: 
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b. pengoordinasian penyiapan, perumusan baban kebijakan teknis RSTM; 

c. pendistribusian tugas kepada bawahan dilinglamgan bagian tata usaha 

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan; 

d. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan 

bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

e. penyusunan standar dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

f. pengendalian kegiatan dilingkungan bagian tata usaha RSTM sesuai 

dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan; 

g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bagian tata 

usaha sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa 

yang akan datang; 

h . pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

Bagian Keempat 

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan 

Pasal 11 

Seksi pelayanan medik dan keperawatan mempunyai tugas dan tanggung 

jawab membantu Direktur dalam pelalcsanaan dan pengoordinasian kegiatan 

di bidang pelayanan medik dan keperawatan. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 , Seksi pelayanan medik dan keperawatan menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan di bidang pelayanan 

medik dan keperawatan; 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan diling;kungan bidang pelayanan 

medik dan keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

ditetapkan; 

c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang 

pelayanan medik dan keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku; 

d. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dalam 
pelayanan medik dan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku; ' 
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b. pengoordinasian penyiapan, perumusan bahan kebijakan teknis RSTM, 

pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan bagian tata usaha 

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan, . 

— d. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan | 

bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

e. penyusunan standar dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, | 

f. pengendalian kegiatan dilingkungan bagian tata usaha RSTM sesuai 

dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan) 

g pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan : dilingkungan bagian tata ' 

“usaha sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa 

yang akan datang, 

h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan, 

- Bagian Keempat 

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan 

: i Pasal 11 h 

Seksi pelayanan medik dan keperawatan mempunyai tugas dan tanggung i 

jawab membantu Direktur dalam pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan 

di bidang pelayanan medik dan keperawatan. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud: — 

dalam Pasal 11, Seksi pelayanan medik dan keperawatan menyelenggarakan 

fungsi: 

2. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan di bidang pelayanan 

medik dan keperawatan, | 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan bidang pelayanan : 

medik dan. keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang | 

ditetapkan: 

c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang 

pelayanan medik dan keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku, | 

d. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dalam 

pelayanan medik dan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur: 

yang berlaku: : ' 
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e. pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahim dilingkungan bidang 

pelayanan medik dan keperawatan sebagai bahan laporan kegiatan untuk 

perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

Bagian Keenam 

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik 

Pasal 13 

Seksi penunjang medik dan non medik mempunyai tugas dan tanggung jawab 

membantu Direktur dalam pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian 

seluruh instalasi di bidang penunjang medik dan non medik. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi 

Penunjang medik dan non medik menyelenggarakan. fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja program dan kegialan seksi penunjang medik 

dan non medik; 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan di seksi penunjang medik dan non 

medik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan; 

c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di seksi 

penunjang medik dan non medik sesuai dengsm peraturan dan prosedur 

yang berlaku; 

d. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan laporan untuk 

peningkatan kinei ja dimasa yang akan datang; 

e. pengevaluasian terhadap basil kegiatan penunjang medik dan penunjang 
non medik; 

f. pengawasan dan pengendalian program kegiatan seksi penunjang medik 
dan non medik; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 15 
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pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang 

pelayanan medik dan keperawatan sebagai bahan laporan kegiatan untuk 

perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, | 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

| Bagian Keenam 

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik 

Pasal 13 

Seksi penunjang medik dan non medik mempunyai tugas dan tanggung jawab 

' membantu Direktur dalam pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian | 

seluruh instalasi di bidang penunjang medik dan ncn medik. 

a. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi 

Penunjang medik dan: non medik menyelenggarakan fungsi: | : 

penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi penunjang medik 

dan non medik, 

pendistribusian tugas kepada bawahan di seksi penunjang medik dan non 

medik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan, 

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di seksi 

penunjang medik dan non medik sesuai dengan peraturan dan prosedur: 

yang berlaku: i i i 

pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan laporan untuk. 

peningkatan kinerja dimasa yang akan datang: 

pengevaluasian terhadap hasil kegiatan penunjang medik dan penunjang 

non medik: 

pengawasan. dan pengendalian program kegiatan seksi penunjang medik 

dan non medik: dan | 

pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

| Pasal 15 i 
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(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional 3'ang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan/atau sub 

kelompok sesuai kebutuhan. 

(3) Jumlah tenaga dan jabatan fungsional d i tentukm berdasarkan sifat, jenis, 

kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedelapan 

Komite Medik 

Pasal 16 

(1) Komite medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya 

dipilih dari anggota staf medik fungsional. 

(2) Komite medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

RSTM. 

(3) Komite medik mempunyai tugas membantu Direktur RSTM menyusun 

standar operasional prosedur (SOP), meraantau pelaksanaannya, 

melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengatur kewenangan profesi 

anggota staf medik fungsional. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya komite medik dapat dibantu oleh sub-sub 

komite yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional secara E x -

Officio. 

(5) Sub-sub adalah kelompok khusus di dalam komite medik yang dibentuk 

untuk mengatasi masalab khusus. 

(6) Pembentukan sub ditetapkan oleh komite medik. 

(7) Pembentukan komite medik ditetapkan oleh Din:ktur RSTM. 

Bagian Kesembilan 

Komite Keperawatan 

Pasal 17 

(1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola kl inis yang baik, setiap RSTM bams 

membentuk komite keperawatan. 
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(4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

i jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Kelompok jabatan : fungsional dapat dibagi atas kelompok dan/atau sub 

) kelompok sesuai kebutuhan. 

(8) Jumlah tenaga dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, 

i kebutuhan dan beban kerja. | 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

— diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(S5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedelapan 

Komite Medik 

Pasal 16 

(1) Komite medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya 0 

i dipilih dari anggota staf medik fungsional. i 

(2) Komite medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

RSTM. TN ) | ) 

(3) Komite medik mempunyai tugas membantu Direktur RSTM menyusun 

standar operasional. “prosedur (SOP), mernantau pelaksanaannya, 

melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengatur kewenangan profesi 

anggota staf medik fungsional. i 

ta) Dalam melaksanakan tugasnya komite medik dapat dibantu oleh sub-sub : 

komite yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional secara Ex- 

Officio. | | 

(5) Sub-sub adalah kelompok khusus di dalam komite medik yang dibentuk 

| untuk mengatasi masalah khusus. 

(6) Pembentukan sub ditetapkan oleh komite medik. 

(7) Pembentukan komite medik ditetapkan oleh Direktur RSTM. 

Bagian Kesembilan 

Komite Keperawatan 

Pasal 17 

(1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, setiap RSTM harus | 

— membentuk komite keperawatan. 
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(2) Komite keperawatan merupakan organisasi non tstruktural yang dibentuk di 

RSTM yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan. 

(3) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan 

merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan. 

(4) Komite keperawatan ditetapkan oleh direktur RSTM dengan 

mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, 

reputasi, dan perilaku. 

Bagian Kesepuluh 

Staf Medik Fungsional 

Pasal 18 

(1) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, 

pengobatan, pencegahan aldbat penyakit, peningkatan dan pemulihan 

kesebatan serta penyuluhan kesebatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional dikelompokan sesuai 

dengan keahliannya. 

Bagian Kesebelas 

Dewan Pengawas 

Pasal 19 

Selain unsur organisasi RSTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

buruf j , RSTM dapat membentuk dewan pengawas RSTM sesuai dengan 

ketentuEin peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

(1) Dewan Pengawas RSTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan 

unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab 

kepada direktur RSTM; 

(2) Pembentukan tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan dewan pengawas 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

TATA K E R J A 

Pasal 21 

(1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan RSTM mempunyai hubungan 

koordinatdf, kooperatif, dengan perangkat daerah yang melaksanalcan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

{2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesebatan RSTM mempunyai hubungan 

jaringan pelayanan dengan RSTM lainnj^a atau instansi teknis lainnya. 
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(2) Komite keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di 

RSTM yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan. 0 

| (3) Komite keperawatarr. sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bukan 

. merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan. 

(# Komite keperawatan ditetapkan oleh direktur RSTM dengan 

. mempertimbangkan sikap ' profesional, kompetensi, pengalaman kerja, 

reputasi, dan perilaku. 

— Bagian Kesepuluh 

Staf Medik Fungsional 

Pasal 18 

(1) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, 

i pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan i 

“kesehatan serta penyuluhan kesehatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional dikelompokan sesuai 

. dengan keahliannya. Tn 

Bagian Kesebelas 

Dewan Pengawas 

Pasal 19 

Selain unsur organisasi RSTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf J3, RSTM dapat membentuk dewan pengawas RSTM sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan. 

| | Pasal 20 

(1) Dewan Pengawas RSTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan 

“unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab 

' kepada direktur RSTM, | ) 

| (2) Pembentukan tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan dewan pengawas 

. ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABIV : 

TATA KERJA 

| Pasal 21 
“(1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan RSTM mempunyai hubungan 

koordinatif, kooperatif, dengan perangkat daerah yang melaksanakan: 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan. ' 

(2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RST M mempunyai i hubungan 

jaringan pelayanan dengan RSTM lainnya atau instansi teknis lainnya. . 
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B A B V 

ESELONISASI , PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 22 

(1) Direktur adalah penanggungjawab keseluruhEin kegiatan di RSTM agar 

dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Sesuai dengan tanggung jawab tersebut dan besamya peran Direktur, 

maka jabatan Direktur RSTM setingkat dengan esselon Ill/b atau 

Jabatan Administrator. 

(3) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk 

menjabat jabatan esselon Il l/b, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai 

dengan kriteria Direktur RSTM yakni seorang tenaga kesebatan lainnya 

yang memiiiki kompetensi manajemen RSTM, dengan kewenangan yang 

setara dengan pejabat tetap. 

(4) Tenaga kesebatan lainnya sebagaimana dimal^sud pada ayat (3) adalah 

tenaga kesebatan di bidang keperawatan, kebidanan, dan kefarmasian 

dengan pangkat/golongan minimal Penata/Illc/Abli Muda. 

(5) Dalam melaksanakan tugas Direktur RSTM dibantu oleh kepala bagian 

tata usaha, kepala bidang pelayanan medik, kepala bidang penunjang 

dan kepala bidang keperawatan. 

(6) Jabatan kepala bagian tata usaha, kepala bidang pelayanan medik, 

penunjang dan kepala bidang keperawatan setingkat dengan esselon Ill.b 

atau jabatan administrator. 

(7) Kepala bagian dan kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dibantu oleh kepala sub bagian, kepala seksi yang jabatannya setingkat 

dengan esselon IV/a atau jabatan pengawas. 

Pasal 23 

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di 

lingkungan RSTM sesuai dengan peraturan pijrundang-undangan yang 

berlaku. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 24 
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BAB V 

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 22 

Direktur adalah penanggungjawab keseluruhan kegiatan di RSTM agar 

dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. i ) 

Sesuai dengan tanggung jawab tersebut dan besarnya peran Direktur, 

maka jabatan Direktur RSTM setingkat dengan esselon IlI/b atau 

Jabatan Administrator. 

Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk 

— menjabat jabatan esselon III/b, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai 

dengan kriteria Direktur RSTM yakni seorang tenaga kesehatan lainnya 

yang memiliki kompetensi manajemen RSTM, dengan kewenangan yang 

setara dengan pejabat tetap. ) 

Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

tenaga kesehatan di bidang keperawatan, kebidanan, dan kefarmasian 

dengan pangkat/ golongan minimal Penataj/illc/Ahli Muda. 

Dalam melaksanakan tugas Direktur RSTM dibantu oleh kepala bagian 

tata usaha, kepala bidang pelayanan medik, kepala bidang penunjang 

dan kepala bidang keperawatan. i 

Jabatan kepala bagian tata usaha, kepala bidang pelayanan medik, 

penunjang dan kepala bidang keperawatan setingkat dengan esselon III.b 

atau jabatan administrator. 

Kepala bagian dan kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dibantu oleh kepala sub bagian, kepala seksi yang jabatannya setingkat 

dengan esselon IV/a atau jabatan pengawas. 

Pasal 23 

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di 

lingkungan RSTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. | 

  

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 24 

Kadis Kabag Kabag | Assisten | Sekda | Wabup |- 
Kesehatan | ORB Hukum | 
  

              Fairy     

km . w



(1) Untuk membiayai kegiatan RSTM dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerab. 

(2) Dalam bal RSTM belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah, pengelolaan RSTM Daerah tetap bersifat otonom 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertan§;gung jawaban keuangan. 

B A B V I I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkaii pengundangan Peraturan 

Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

DitetapMin di Kwandang 

^ pada tanggal 3 /l«Jv)sltl5 2 0 2 3 

/J/BUPATI GORONTALO UTARA, 

THAFdQ MODAWGGU 

Diundangkan di Kwandang 

S E K R E T ^ ^ DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

MANIK^KORO 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTAR/i TAHUN 2023 NOMOR 53^ 

Kadis 
Kesehatan 

Kabag 
ORB 

Kabag 
Hi ikum 

Assisten Sekda Wabup 

r ' <^ 1 

  

“ (1) Untuk membiayai kegiatan RSTM dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah. 

(2) Dalam hal RSTM belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan . 

Layanan Umum Daerah, pengelolaan RSTM Daerah tetap bersifat otonom 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan. 

— BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

Diundangkan di Kwandang 

pada tanggal 2 Agus 9033 

  

(— 

UPATEN GORO 

Ditetapkan di Kwandang 

'padatanggal 3 Agustus 9023 

UPATI GORONTALO UTARA, 

  

— THARIO MODAWGGU 

NTALO UTARA, 

— BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR szk : 

  

  

        ap   

Kadis Kabag Kabag Assisten Sekda | Wabup 
Kegehatan | ORB Hukum |. » 

7 

- EL / 

sar      



.AMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
sFOMOR : I S 'p^Ovi 2023 
fANGGAL : S ^ ^ 5 ^ 1 5 fTmOiA 2023 
miHAL : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

TOLINGGULA MELAYANI PADA DINAS KESEHATAN 

D I R E K T U R 

•KELOMPOK 
J A B A T A N 

F U N G S I O N A L 

K E P A L A S E K S I P E L A Y A N A N 
M E D I K DAN K E P E R A W A T A N 

K E P A L A S U B B A G I A N T A T A 
U S A H A 

K E P A L A S E K S I P E N U N J A N G 
M E D I K DAN NON M E D I K 

Kadis 
Kfesehatati 

Kabag 
O R B 

Kabag 
Hufcum 

Assisten Sekda Wabup 

1 ) 

UPATI GORON'PLO UTARA, 

THARIQ MOIDANGGU 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
NOMOR 
TANGGAL 

ERIHAL 
13 Tamu 2023 
2 Agushs yawu 2023 

. PEMBENTUKA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA U UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
— TOLINGGULA MELAYANI PADA DINAS KESEHATAN 

- 

  

  

KELOMPOK 

  

DIREKTUR 

    

  JABATAN 
FUNGSIONAL       

  

  

KEPALA SUB BAGIAN TATA 
  

  
USAHA 

    
  

  

    

  
KEPALA SEKSI PELAYANAN 
MEDIK DAN KEPERAWATAN     

  

Kadis Kabag 

  

    
Ko 

Kabag Assisten | Sekda | Wabup 
ORB Hukum a 4 

2 IYITTK             

  
  

| KEPALA SEKSI PENUNJANG 
MEDIK DAN NON MEDIK       

  

   

ABUPATI GORONTALO UTARA, 

— THARIO MODANGGU



GUSERNUR GORONTALO 
Gorontalo, 02- Agustus 2023 

Nomor : OCO /Organisasi/ 
Sifat : Segera 
Lampiran : - • 
Ha! : Persetujuan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah RSUD Tolinggyja Melayani 
Kabupaten Gorontalo Utara 

Yth. Bupati Gorontalo Utara 

d i -

Kwandang ^ 

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 
060/Org/334A//2023 tanggal 02 Mg 2023 p 
dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai beri^^ 

. 1 . Berdasarkan ketentuan peraturan: 
a. Peraturan! Femerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

Pasal 43 menyebutkan bahwa Selain unit pelaksana teknis dinas daerah 
kabupaten/kota dibidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten/kota dan 
pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit 
iayanan yang bekerja secara professional. 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, 
menegaskan bahwa "Pasal 20 ayat (3) Pembentukan UPTD f<^bupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati/Walikpta setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur". 

c. ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan 
Perizinan; Rumah Sakit ditegaskan pada Pasal 17 ayat (4) "Rumah sakit umum 
kelas D merupakan Rumah Sakit Umum yang meminki jumlah tempat tidur paiing 
sedikit 50 (lima puluh) buah". 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan pada 
Pasal 84A ayat (13) "Rumah sakit umum daerah kabupaten/kota kelas D terdiri atas 
1 (satu) subbaglan tata usaha dan 2 (dua) seksi". 

2. Berpedoman pada ketentuan tersebut dan setelah dilakukan verifikasl dan validasi 
terhadap dokumen yang disampaikan oleh Seknstaris Daerah Kabupaten Gorontalo 
Utara, secara prinsip Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara disetujui untuk 
membentuk UPTD RSUD Tolinggula Melayani.   

'Nomor : 066 -IOrganisasi/ TCO 
Sifat 

Hal 

— di- 
Kwandang 

- 08010rg/334/V12023 tanggal 02. Mei 2 

Lampiran : 

4 ta 

  

orontalo, A2 Agustus 2023 

: Segera . 

, 

: Persetujuan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah RSUD Tolinggula Melayani 
Kabupaten Gorontalo Utara 

Yth. Bupati Gorontalo Utara 

  

Sehubungan dengan. Surat Seksetaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 

023. perihal: Fe silitasi. Pembentukan Rumah Sakit, 

  

2 dangan hormat disampaikan : hal- ha Sebagai berikut : 

4. Berdasarkan ketentuan peraturan: aa 

a. 
01 

Peraturan Pemerintah Nomor. 18. Tahun 2018 tentang Perarigkat . Daerah 

Pasal 43 menyebutkan bahwa Selain unit pelaksana teknis dinas. daerah 

| kabupaten/kota dibidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten/kota dan ) 

pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit 

layanan yang bekerja secara professionai. 0 i 
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. Daerah, 

| 1 menegaskan bahwa “Pasal 20 ayat (3) Pembentukan : UPTD: Kabupaten/Kota 

: sebagaimana: Gimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan. Peraturan 

. Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada: Guberr nur. 

.5. Peraturan. Menteri Kesehatan: Nomor 3. Tahun 2020 tentang Klasifi kasi dan 

Perizinan: Rumah Sakit ditegaskan pada Pasal 17 ayat (4) “Rumah sakit. umum 

“kelas D D.merupakan Rumah Sakit Umum yang memiliki jumiah tempat: tidur paling 

“ sedikit 50 (lima puluh) buah”. BNN 

.. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

.. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan pada 

—. Pasai 84A ayat (13) "Rumah sakit umum daerah kabupaten/kota | kelas D terdiri atas 

—.1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi". | 

: Berpedoman pada ketentuan tersebut dah setelah dilakukan verifi kasi. dan validasi 

terhadap | dokumen yang disampaikan: oleh Sekritaris Daerah Kabupaten Gorontalo 

0 Utara, -secara: prinsip Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara disetujui untuk. . 

D. RSUD Tolinggula Melayani. 

   

  
  
 



3. Adapun indikator yann menjadi klasifikasi Pembsntukan UPTD sesuai usulan tersebut 
dicantumkan sebagaimana daftar terlampir; 

4. Apabila pembentukan UPTD tersebut tIdsk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka rekomendasi Pemerintah 
p r m / i n e j Gofontalo in! akan dibatalkan dan ssgala Kebijakan Bupati Gorontalo Utars 
terkait Pembentukan UPTD dinyatakan tidak sah; 

5. Selanjutnya diharapkan Bupati Gorontalo Utara segera menindakianjuti rekomendasi 
dimaksud dalam waktu yang tidak terlalu lama, 

Dsmikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. 

Provinsi Gorontalo ini. i akan dibatalkan den segala. Kebijakan Bupati “at 6 KL wu 

terkait Pembentukan UPTD dinyatakan tidak sah, 

 



Lampiran Surat Gubemur Gorontalo 
Nomor : Ofec/Organisasi/7-68 
Tanggal v 03. Aguslus 2023 

Cliack Ust Indikator Pembentukan UPTD 

NO 
PERSYARATAN 
(Permendagrf 12 

Tahun 2017) 

Melaksanakan 
Kegiatan Teknis 
Operasional yang 
bersifat Pelaksanaan 
tanggungjawab dari 
Instansi Induknya 

URAfAN 

Sandingan uraian 
iuQdS dari ri inQSi 
antara unit kerja 
induk dengan 
UPTD 

CHECK UST 

ADA TIDAK HASIL 
VAUDASI 

Tidak 
ditand atangarii 
dan tercantum 
dalam Kajian 
Akademis 

KETERANGAN 

Dokumen dilanda" 
1 - - . . - . . : , . 1 . 1 . 

Kepala unit ketja 
induk dan 
diketahui oleh 
Bagian organisasi 

Penyediaan 
Barang/Jasa yang 
dipeuukan 
Masyarakat dan 
Perangkat Daerah fain 
yang bersifat terus 
menerus; 

Keteranganyang 
rttenyalakart 
benluk psiayanari 
kepada 
masyarakat • 

Memberikan kontibusi 
Pdanmanfaat 

kepada masyarakat; 

Ttdak 
ditandatangani 
dan tercantum 
dalam Kajian 
Akadtmis 

Dokumen yang 
ditanda tengani 

Organisasi 

Sudati 
dijelatikan 
daiaiT Kajian 
Akademis 

Tersodianya sumber 
daya yang melipuli 
pegawai, pembiayaan, 
sarana dan prasarana 
(Ndmor Aset Sarana 
dari Prasarana, K-ma 
Pegawai yang akan 
ditempalkan) 

Data pegawai 
definiiif minima! 
yang akan 
ditempalkan 

Data anggaran 
yang diperlukan 
untuk operasional 

Nomor asset 
gedung dan 
sertifikat tanah 

Tersedianya jabatan 
fungsionalleknis 
sesuai dengan tugas 
dan fungsi UPTD 
yang bersangkutan 

Data pejabat 
fungsional yang 
ada dan yang 
akan dilempatkan 

Tidak ada 
Tandd tangan 
persei'jjupn 

Sural Kelerangan 
parsetujuan yang 
ditanda tangani 
Badan 
Kepegawaian 
Daerah 

Tidak ada tanda 
tangan 

Dokunen telah 
dilamsirkan dan 
ditandatangani 
ciehl'lh. Kepala 
Dinas! 

Surat Ketcrangan 
yang 
ditandatangani 
oleh kepala 
Bappeda 
Fotocopy 
dokumen dan 
Sural kelerangan 
dari unit kerja 
yang dfanda 
tangani oieh 
kepala yang 
mengetoia aset 
daerah 

Dokumen telah 
dilampirkan dan 
ditartiatangani 
oleh i:"!!. Kepala 
Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelaiihari 

Dokumen 
ditandatangani 
oleh Kepada unit 
kerja mengeioia 
kepegawaian 
daerah 

Memiiiki, SOP dalam 
melaksanakan Tugas 
Teknis operasional; 

Dokumen SOP Dokumen SOP 
yang sdh ditanda 
tangani oleh 
Kepala Bagian 
Organisasi 

Memperhatikan 
keserasian hubungan 
antara Pemerintah 
Pro vinsi dengan 
kabupalen/Kota; 

Pemyalaan 
keserasian 
hubungan kerja 

Doki, men telah 
dilampirkan dan 
ditandatangani 
oleh Kepala 
Baghn 

imenlsasi 

Dokumen ditanda 
tangani oleh 
Kepala Bagian 
Organisasi 

7 [MUR GORONTALO 

P A K A Y A . M . E 

  

  

   

  

  

PERSYARATAN 
— (Permendagri, 1 2 

- Tahun 201 1. 

— aan   

  

    

  

      
  

   

    

   

| Meraksonakan" 
Kegiatan Teknis 

Teandingan” Uraian . 
tugas dari fungsi 

Tea bana 
. aranuaanyjar 
Aa 

      

  

  

         abs 
“an ngan 3 cai E 

  

  

aa dan merata 
langsung Metal 8 BAY kata 

  

     

    

    
    
    
    
    

    

   

| -Gperasional yang: . Fantara unit kerja | :dan tercantum Kan unit 
“bersifat Pelaksanaan induk dengan: dalam Kajian: induk dan” 
tanggungjawab dari” | UPTD Akademis cod diketahui olah 
Instansi Induknya “I-Bagian organisasi: 
.Penyediaan Kelerangan yang” Tak” ..$ Dokumen yan 
Barang/Jasa yang. "menyatakan ditandatangani : Lditan 
Kipenukat bentur pelayanan dan teranlum. “poloh Bos 
Masyarakat dan kepada dalam Kajian | 
Perangkat Daerahlain | masyarakat - | Akademis: 
yang bersifat terus | 

. Lmenerus, . : 
I- Memberikan konlibusi. Sudahi” 

Pdan manfaat 

  

  

   

        

   

    

    
      
     
  

  

        
      
  

  

  

              

  

    

  

        

  

          

              

- kepada masyarakat: . ah Bei 
Tersedianya sumber Data pegawai f Tidak ada 

daya yang meliputi dafintf minimal | g: 
'pagawai, pembiayaan, |. yang akan 
sarana. dan prasarana. | ditempatkan 
(Nomor Aset Sarana — 
dah 1 Prasarana, Kama : 
"Pegawai yang akan. Data anggaran “Tidak ada tanda $ 
ditempatkan) .yangdiperlukan | | tangan | 

Do .untuk operasional |“ : at 
| oleh kepala. 

.. Aaja “Bappeda 

Nomorasset . Oa Dokuren Telan “4 Fotocopy :: 
gedung dan 4 adan: ! dokimsn dan 

- JI sertifikattanah. ni: | Surat keterangan. 
a:) dari unit Kana. 
" Lyang dtanda 

tangani oleh: 
-kepalayang : 
mengelola aset 

oo IP daerah 

Tersedianya jabatan “| Data pejabat. “Dokumen telah “Dokumen 
fungsicnalteknis -— | fungsional yang 2 . dilampirkan dan | ditandatangani |. 
“sesuai dengantugas: | adadan yang”. " Pditandatangani | oleh Kepada" unit 
dan fungsi UPTD akan ditempatkan “1.oleh! Pit. Kepala | kerja mengelola. 
yang bersangkutan Badan. kepegawaian... 

Kepegawaian daerah 
Pendidikari dan 
Pelatihan . 0. 3 

| Mera SOP dalam. | Dokumen SOP Dokumen SOP. 
melaksanakan Tugas. |: yang sdh ditande 
Teknis Operasional: tangani oleh " 

Kepala Bagian 
Organisasi : Ta 

Mempematikan “1 Pernyataan Dok.men tlah Dokumen ditanda |... 
keserasian hubungan | keserasian “dilampirkandan | tanganioleh 
antara Pemerintah hubungan kerja ditandatangani | Kepala Bagian 
Provinsl dengan | ofeh Kepala Organisasi: 
Kebupaten/Kota, “Bagian 

—rganisasi 
  

        

R GORONTA ono) 

    

     

      

     
     

  

    


